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PENDAHULUAN

Otonomi Daerah menuntut semua daerah otonom untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan yang tepat dan benar, Rencana Tahunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Bidang Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja, Pendanaan dan Prakiraan Maju Pembangunan di Sulawesi Utara.

1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara disusun sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.  RKPD disusun oleh Tim Penyusun sesuai Keputusan Gubernur Nomor     tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Utara Tahun.
Penyusunan Rancangan RKPD 2016 merupakan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2016 berdasarkan masukan dari semua pemangku kepentingan Pembangunan Sulawesi Utara melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG) Provinsi. Adapun tahapan penyusunan RKPD mencakup kegiatan-kegiatan yaitu: Evaluasi Rancangan Awal RKP, Verifikasi Integrasi Rancangan Renja SKPD, serta Penyelarasan Penyajian Rancangan RKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan kelanjutan dari Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang dilakukan melalui Tahapan besar yang merupakan suatu rangakaian proses yang berurutan yaitu Tahapan Perumusan Rancangan RKPD dan Tahapan Penyajian Rancangan RKPD.
Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun dibagi kedalam beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim. Tugas tim penyusun RKPD selanjutnya dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD tahun berkenaan.
Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya demngan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD. Bahan orientasi mengenai RKPD, antara lain:
1. Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RKPD dan penyusunan anggaran.
Dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang daerah  (rpjpd) provinsi sulawesi utara tahun 2005-2025, tujuan besar yang ingin kita capai adalah  “Sulawesi Utara Yang Berbudaya, Berdaya Saing, Aman, Dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia Ke Kawasan Asia Timur Dan Pasifik”. Kita menyadari, dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi saat ini serta keragaman antardaerah yang tinggi, pencapaian tujuan besar tersebut mutlak memerlukan sinergi pusat-daerah dan antardaerah serta antar stakeholders pembangunan. 

Salah satu titik awal yang menentukan penguatan sinergi tersebut adalah proses perencanaan pembangunan yang menjadi tugas utama lembaga perencanaan daerah seperti Bappeda.  Dalam proses penyusunan RKPD 2016 yang adalah RKPD pertama dalam periode RPJMD 2015-2020. Urgensi dari RKPD 2016 ini menjadi sangat signifikan karena akan menjadi dasar atau titik awal dari pencapaian pembangunan periode RPJMD 2015-2020, yang adalah pengejawantahan visi dan misi gubernur terpilih 2015-2020.
Proses penyusunan rkpd 2016 telah dimulai sejak bulan januari 2015, yaitu antara lain:
· Pembentukan Tim Penyusun Melalui Keputusan Gubernur Dengan Penanggungjawab Adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dan Ketuanya Adalah Kepala Bappeda Provinsi.
· Forum Bappeda Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Bertempat Di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara pada Tanggal 20 Januari 2015.
· Musrenbang Desa Oleh Pemerintah Desa se-Sulawesi Utara dengan dikoordinasikan oleh bappeda Kabupaten/Kota dilaksanakan Bulan Januari 2015
· Musrenbang Kecamatan Oleh Pemerintah Kecamatan di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan Bulan Pebruari 2015,
· Orientasi Penyusunan RKPD Bagi Tim Penyusun RKPD 2015 Provinsi Sulawesi Utara pada Tanggal 12-13 Pebruari 2015.
· Rapat Pramusrenbang Regional Di Kendari pada Tanggal 17 Pebruari 2015.
· Musrenbang Regional Di Makassar pada Tanggal 4-5 Maret 2015.
· Rapat Tim Penyusun RKPD 2016 Provinsi Sulawesi Utara Untuk Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Publik pada Tanggal 6 Dan 9 Maret.
· Konsultasi Publik pada tanggal 11 Maret 2015
· Bimbingan Teknis e-musrenbang dalam rangka RKP 2016 yang difasilitasi oleh Bappenas pda tanggal 13 Maret 2015
· Bimbingan Teknis e-planning RKPD Prov Sulawesi Utara pada tanggal 13 Maret 2015
· Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan Awal RKPD Prov Sukut 2016 sebagai bahan penyusunan renja SKPD 2016.
· Forum SKPD pada tanggal 16-17 Maret 2015.
· Musrenbang kabupaten-kota se-Sulawesi Utara selama bulan Maret 2015, kecuali Kabupaten Bolaang mongondow Timur yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015 dan Kabupaten Sangihe pada tanggal 2 April 2015.
· Verifikasi UKPPD oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Utara terhadap 1650 usulan/entries.
· Rakorbangpus-Forum bappeda Provinsi Se-indonesia pada 26 Maret 2015
· Pra – Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 1 April 2015.

Rancangan RKPD tahun 2016 adalah Rancangan RKPD pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2020. Hal ini beraarti RancanganRKPD ni disusun dalam masa transisi dari RPJMD 2010-2015 ke RPJMD 2015-2020. Dengan demikian acuan yang dipakai dalam proses perumusan rancangan RKPD 2016 Provinsi Sulawesi Utara adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Utara 2005-2025.


1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Adapun Dasar-dasar Hukum Penyusunan Rancangan RKPD adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008  tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2011 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015. 

1.3. Hubungan antar Dokumen
Hubungan Rancangan RKPD dengan RPJPN, RPJMN, RTRWN, RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi dan Renja SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.  Rancangan RKPD mengacu pada RPJPN, RPJMN, dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Rancangan RKPD Provinsi  Sulawesi Utara tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara. Rancangan KPD disusun dengan memperhatikan arahan dalam RTRWN dan RTRW Provinsi. Rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan yang dijadikan acuan penyusunan Renja SKPD dengan memperhatikan Rencana Strategis SKPD.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD
[bookmark: _Toc327810443]Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya, yaitu diuraikan dibawah ini.
BAB I.	PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
	Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. 
Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD. 
1.3. Hubungan antar Dokumen
Bagian inimenjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD
	Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 
1.5. Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.


BAB II.	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. 
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan. 

BAB III. 	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota
Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.
Memuat penjelasan tentang kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah, yang antara lain mencakup: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Inflasi, Sumbangan Sektoral, Tingkat Investasi (termasuk PMA dan PMDN), Ekspor, dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah. 
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun rencana (tahun n) dan 1 (satu) tahun setelah tahun rencana (tahun n+1), antara lain dengan terlebih dahulu mengadakan analisis atas kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan juga kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah, yang dikaitkan dengan hasil analisis subbab 2.1, subbab 2.2 dan subbab 3.1.1.
Hasil analisis digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan daerah serta perkiraan kerangka pendanaan untuk tahun mendatang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab III.
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB IV.	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Pembangunan
BAB V. 	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
Sajikan dalam bentuk tabel seperti contoh Tabel.T-V.C.67
BAB VI.	PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan
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Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD); sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota.
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Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 adalah : 
1. Secara awal mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. 
2. Menjadi sarana penyampaian informasi perencanaan pembangunan secara transparan kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan atau dilanjutkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2016

